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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peran Dinas Sosial dalam menangani masalah pemasungan terhadap orang 

dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berada di Kota Bima yang dimana 

mereka berperan lebih pasca rehabilitasi atau sudah benar-benar 

dinyatakan sembuh walaupun mereka tidak bisa lepas dari obat-obatan, 

dan resosialisasi kepada masyarakat serta pendekatan kekeluargaan, 

memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa tindak pemasungan 

tersebut tidak boleh dilakukan, apabila melakukan pemasungan akan 

dikenakan pidana. Selain itu, upaya penjangkauan yang dilakukan Dinas 

Sosial Kota Bima dalam menangani kasus pemasungan ODGJ yaitu 

adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan langsung ke kantor, 

kemudian pihak Dinas Sosial melakukan sosialisasi dan mengarahkan tim 

relawan sosial lainnya untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan 

pendataan setelah itu diarahkan ke pihak Dinas Kesehatan untuk menindak 

lanjuti. 

Dinas Sosial juga berkolaborasi dengan puskesmas, dan kader-kader 

posyandu karena ODGJ yang dipasung tersebut tidak boleh putus obat 

karena apabila mereka putus obat akan menyebabkan sakit mereka 

kambuh lagi. Jadi, yang lebih berperan dalam menangani masalah 
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pemasungan terhadap ODGJ adalah Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. 

Setelah melakukan kunjungan rumah pihak Dinas Sosial menghubungi 

pihak Dinas Kesehatan untuk ketemu dengan pihak puskesmas nya (poli 

jiwa puskesmas) kemudian baru dirujuk ke RSJ nanti setelah dari RSJ baru 

diser ahkan ke Dinas Sosial kemudian Dinas Sosial memberikan semacam 

kegiatan atau modal usaha seperti usaha ekonomi produktif (UEP). 

2. Faktor penghambat dalam penanganan ODGJ ini salah satunya yaitu 

masalah pelayanan ODGJ yang masih kurang kemudian terkait sarana dan 

prasarana dalam menangani permasalahan pemasungan terhadap orang 

dengan gangguan jiwa (ODGJ). Maksudnya yaitu kita hanya punya 1 RSJ 

di masing-masing provinsi itupun yang beda pulau dengan pulau lombok 

jadi letak kesulitannya adalah ketika keluarga pasien ODGJ ingin merujuk 

korban, ada atau tidak ada satgas tetap kesulitan merujuk kesana 

dikarenakan masalah biaya, masalah transportasi ataupun masalah-masalah 

lainnya. Faktor lainnya juga terkait kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang bahaya melakukan pemasungan. Jadi, pemasungan itu tidak boleh, 

kalau sudah terjadi pemasungan itu sudah melanggar HAM dan keluarga 

yang memasung akan ikut kena pidana juga, jadi kita langsung 

memberikan pemahaman terhadap keluarganya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat 

penulis berikan yaitu : 
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1. Agar permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat 

teratasi karena masalah tersebut menyebabkan sulitnya pihak keluarga 

korban melakukan rujukan terhadap pasien ODGJ, karena di setiap 

provinsi cuman ada 1 RSJ itupun yang beda pulau dengan pulau lombok 

jadi letak kesulitannya keluarga korban susah untuk merujuk pasien 

dikarenakan masalah biaya, masalah transportasi ataupun masalah-masalah 

lainnya. 

2. Masalah sumber daya manusia seperti fasilitas kesehatan bagi orang 

dengan gangguan jiwa (ODGJ) saat ini masih sangat minim terutama di 

daerah karena sumber daya manusia untuk penanganan kesehatan jiwa 

masih bertumpu di kota-kota besar. Jadi, diharapkan kepada pihak Dinas 

Sosial lebih memperhatikan permasalahan tersebut dan menekan para 

PSM (pekerja sosial manusia), karang taruna, dan semua stakeholder di 

tingkat kelurahan lebih serius dalam menangani permasalahan ini.Sumber 

daya anggaran untuk program kegiatan pengobatan dan pemulihan bagi 

pasien ODGJ harusnya dijelaskan secara rinci atau transparan jangan 

hanya bilang ada anggaran untuk ODGJ digunakan untuk memfasilitasi 

pasca dari RSJ, yaitu memberikan mereka kegiatan atau pekerjaan berupa 

Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maksudnya anggaran tersebut digunakan 

untuk memfasilitasi pasien agar memiliki kegiatan yang lebih produktif 

agar terhindar dari stress yang sebelumnya pernah dialami dan tidak ada 

bantuan tunai ataupun non tunai. 
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